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ABSTRAK

Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak
Cipta disebutkan bahwasanya “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara
otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata
tanpa mengurangi pembatasan. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
Selanjutnya Hak ekonomi merupakan hak untuk mengeksploitasi yaitu hak untuk
mengumumkan dan memperbanyak suatu Ciptaan, sedangkan hak moral merupakan hak
yang berisi larangan untuk melakukan perubahan terhadap isi Ciptaan, judul Ciptaan, nama
Pencipta, dan Ciptaan itu sendiri,

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang diteliti yakni:1)
Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pencipta Musik dan Lagu Asing
Berdasarkan TRIPS, dan 2) Mekanisme Penyelesaian Sengketa Terhadap Pelanggaran Hak
Ekonomi Pencipta Musik dan Lagu di Indonesi.

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif,
yaitu penelitian sebagai ciri khas dalam bidang hukum untuk membahas tentang asas-asas
hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, Sedangkan dilihat dari sifatnya
penelitian ini bersifat deskriptif.

Hasil penelitian menunjukan bahwasanya Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap
Hak Ekonomi Pencipta Musik dan Lagu Asing Berdasarkan TRIPS, dalam hal ini dapat
dilihat perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pencipta musik dan lagu yang diberikan
oleh Undang-undang Nomor 28, tahun 2014-sebagaimana termuat dalam Pasal 58 ayat 1, 2
dan ayat 3 hak ekonomi pencipta dilindungi 70 (tujuh puluh) tahun lamanya. Kemudian
dalam hal adanya pelanggaran terhadap hak ekonomi pencita dan penerima hak cipta dapat
dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 Undang-undang Nomor 28
tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sementara Trips tidak mengatur hak ekonomi pencipta musik
dan lagu akan tetapi Trips hanya menyebutkan hak ekonomi dengan hak eksklusif
sebagaimana Pasal 13 Trips. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Terhadap Pelanggaran Hak
Ekonomi Pencipta Musik dan Lagu di Indenesi-Upaya yang dapat dilakukan terhadap suatu
kasus pelanggaran hak ekonomi pencipta musik dan lagu yang dilakukan dengan tanpa
seizing pencipta dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui jalur litigasi dan jalur non
litigasi sebagaimana disebutkan Pasal 95 ayat 1, adapun kewenangan Pengadilan adalah
Pengadilan Niaga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 95 ayat 2. Penyelesaian sengketa
secara litigasi adalah suatu penyelesaian yang dilakukan dengan memakai media pengadilan,
sedangkan penyelesaian sengketa non litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan di
luar pengadilan.

Xi
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PENDAHULUA®R

ilmu yang baru

ini sudah dikenal

tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk memberikan kesejahteraan yang

setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat, yaitu kesejahteraan lahir dan batin,

! Syafrinaldi, Perlindungan Hukum Hak Milik Intelektual Di Indonesia, Jurnal Mahkamah Vol. 12,
Pekanbaru, 2001, him. 59

2 Syafrinaldi, Hak Paten dan Pembangunan Ekonomi di Era Globalisasi, dalam Demokrasi,
Penegakan Hukum & Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, UIR Press, Pekanbaru, 2012,
him. 1

* Ibid
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materil dan sprituil yang oleh Sri Soemantri dirumuskan dalam kalimat sebagai

berikut:*

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan h tumpah darah Indonesia

pembinaan dan
tertib huk J 3 : perkewajiban untuk
memberika : " -L > agi seluruh warga
Negara termasu 1 ( .: 'S | ‘ ayat (1) dan (2)

Undang-und ‘ : aminan perlindungan

Politik Pembangunan Hukum Nasione ess, Yogyakarta, 1992, him. 25.

® Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 adalah: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam
hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada
kecualinya” dan selanjutnya dalam Pasal 27 ayat (2) disebutkan bahwa: “Tiap-tiap warga negara
berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Pasal 33 ayat (1) “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”
dan ayat (2) “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat
hidup orang banyak dikuasai oleh negara” Pasal 33 UUD 1945 menolak paham individualistik
yang dalam perkembangannya melahirkan kapitalistik yang sangat bertentangan dengan
demokrasi ekonomi. Dengan demikian secara implisit pasal ini dipakai oleh penulis karena lebih



Mendukung hal teresebut di atas Amirizal menyatakan sebagai berikut:®

“Undang-undang Dasar 1945 menyiratkan berlakunya prinsip-prinsip yang
menjamin adanya hak ekonomi individu. Prinsip ini ditemukan dalam Pasal
27 ayat (1) yang mengatur kesamaan hak dan kewajiban dalam mematuhi
hukum. Pasal 27 ayat. (2) keseimbangan hak dalam berusaha dan/atau
kesinambungan hajat hidup bagi warga negara, Pasal 33 ayat (1) tentang
kebersamaan hidup dan ayat (2) mengenai keseimbangan hidup.”

Hak .milik  individu__itu harus berfungst™ sosial bagi .rakyat Indonesia
sebagaimana diutarakan oleh Amirizal, sebagai berikut:’

“Hukum ekonomi di Indonesia diharapkan berkembang dengan

mengutamakan tempat bagi ketaatan pelaku-pelaku ekonomi, yang harus

menyadari bahwa hak milik individu akan menjadi kewajiban hukum

(rechtsplicht) dari setiap warga Negara Indonesia yang melakukan

pelanggarannya bisa dituntut sebagai perbuatan melawan hukum™.

Dalam Undang-undang hak cipta juga diatur tentang perlindungan terhadap
hak ekonomi dan hak moral. ‘Salah“satu” bentuk perlindungan Hak cipta yakni
perlindungan dalam bentuk hak immateriil, yang dimaksud dengan hak milik

immaterial merupakan hak milik yang objek haknya adalah benda tidak berwujud

(benda tidak bertubuh). Bahwa perlindungan terhadap hak cipta tidak hanya sebatas

mengedepankan bahwa individu pencipta dan kepentingan masyarakat selaku pengguna produk
hak cipta.

® Amrizal, Hukum Bisnis Deregulasi dan Joint Venture di Indonesia Teori dan Praktik, Penerbit
Djambatan, Jakarta, 1996, him. 25.

" Amirizal, Op.Cit, hlm. 26
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ciptaan semata akan tetapi mencangkup perlindungan terhadap hak immaterial yakni
dalam bentuk perlindungan hak moral.®

Kategori yang terdapat dalam hak moral dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian

yang didalamnya
ekonomi merupakan
2lektual (atas karya
keuntungan dalam

lain atas dasar izin

oleh pihak lain dengan seizin penciptanya.*®

8 http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/29476/4/Chapter%201.pdf diakses Pada Hari Selasa
Tanggal 22 November 2016 Pukul 19.30 Wib
® Hendra Tanu Atmadja, Royalti Hak Cipta Atas Lagu Dan Permasalahannya, Jurnal Mimbar IImiah

Hukum, Vol. VI, Januari-Juni 2003, him. 6
19 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Harta Kekayaan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, him. 19
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u ueeyesndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

IS.JI9AI

nery we[sy sej

Pasal 8 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

menyebutkan :*

“Hak ekong merupakan hak eksklusi ncipta atau pemegang hak

ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra terdiri atas”:*

1. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil
karya tulis lainnya

1| ihat Pasal 8
12| ihat Pasal 9
13| ihat Pasal 40



N

o ok

10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.
19.

Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya

Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu
pengetahuan

Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks

Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime

Karya seni_rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran,
kaligrafi;:seni pahat, patung, atau kolase

Karya seni terapan

Karya arsitektur

Peta

Karya seni batik atau.seni motif lain

Karya fotografi

Potret

Karya sinematografi

Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen,
modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi

Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi
budaya tradisional

Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan
Program Komputer maupun media lainnya

Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan
karya yang asli

Permainan video dan

Program Komputer.

Jika dicermati masalah HAKI termasuk ke dalam konsep hukum ekonomi

pembangunan dan hukum ekonomi sosial.** Hal ini merupakan pemikiran hukum

mengenai cara-cara  peningkatan dan pengembangan kehidupan perekonomian

Indonesia. Namun HAKI juga tidak "bisa.dipisahkan dari hukum ekonomi sosial,

karena Pasal 27 Undang-undang Dasar 1945 menentukan adanya keseimbangan

4 Dalam hukum ekonomi pembangunan Indonesia peranan pemerintah sebagai unsur pembaharu dan
pemberi arah kepada pembangunan ekonomi itu lebih menonjol, sedangkan hukum ekonomi
sosial tekanannya adalah pada pembagian pendapatan nasional secara adil dan merata,
memelihara dan meningkatkan martabat kemanusiaan manusia Indonesia dalam rangka
pembangunan ekonomi itu. Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia,
Cetakan Pertama, Binacipta, Bandung, 1982, him. 36-49



antara individu dan masyarakat. Ketentuan ini selaras dengan konsep ekonomi sosial
yang menekankan adanya pembagian hasil-hasil pembangunan nasional secara adil
merata sesuai dengan harkat dan martabat rakyat Indonesia.

Dalam usaha untuk -memberikan_perlindungan hukum terhadap HAMI,
pemerintah Indonesia (Presiden dan DPR) selaku pelaksana roda pemerintahan telah
dan terus melakukan berbagai-upaya kearah, yang lebih baik guna tercapainya
perlindungan hukum terhadap hak cipta atas kekayaan intelektual. Hal ini merupakan
konsekwensi terhadap keikutsertaan Indonesia sebagai anggota World Trade
Organisation (WTO dan Trade Reated Aspects of Intellectual Property Rights
(TRIPs) yang disetujui di Marakesh, Negara Maroko pada tanggal 15 April 1994.%
Selanjutnya ratifikasi TRIPS-WTQO tersebut tersebut diwujudkan oleh bangsa
Indonesia dalam bentuk membuat Undang-undang pada tanggal 2 Nopember 1994
yaitu Undang-undang No 7 yang kemudian Dimuat dalam Lembaran Negara Nomor
57 Tahun 1994, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 1561.*°

Ikut sertanya Indonesia menjadi Negara anggota WTO (World Trade
Organization) dan perubahan Undang-undang Hak. Cipta sesuai TRIPs, apabila
dilihat pendapat dari Mochtar Kusumaatmadjayang mengemukakan bahwasanya

hukum merupakan alat pembaharuan masyarakat,” maka dapat dipahami fungsi

> Syafrinaldi, Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era
Globalisasi, UIR Press, Pekanbaru, 2010, him. 39
Undang-undang  Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan  Persetujuan  Pembentukan

Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing the World Trade Organization).
" Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional,
Binacipta, Bandung, Tanpa Tahun, him 11.
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hukum bagi Negara berkembang seperti halnya Indonesia, tidak hanya bersifat

mengatur dan memelihara ketertiban saja, akan tetapi keberadaan hukum tersebut

dapat menciptakan perubahan kearah yang lebih baik lagi di tengah-tengah

pentingnya
satu Negara
dalam pemasukan devis : salah satu industri

komoditi ya

.'Q ‘ anak.Pencipta musik dan lagu atau
pemegang hak ciptanya gan komersial dari keunggulan

kompetitif, dari kekhasan tertentu yang dihasilkan dari keindahan irama, lirik, melodi

8 Arnel Affandi, “Perlindungan dan Penegakan Hukum Hak Cipta Dalam Industri Musik Nasional”,
Makalah, Asosiasi Industri Rekaman Indonesia, 1997, him. 1.

9 Asiri, “Tinjauan Praktikal Terhadap Implementasi Penegakan Hukum HaKI Dalam Industri Musik
Nasional”, Makalah, Seminar Pada Adhika Karya Kejaksaan Agung RI, Jakarta, 20 Juli1995,
him. 2



dan sebagainya, dengan demikian, musik dan lagu sebagai sebuah komoditi
mempunyai nilai ekonomi yang tinggi.

Pada prakteknya musik Indonesia sejak dahulu selalu dipengaruhi oleh musik
internasional, sehingga kemiripan-kemiripan~pun seringkali terjadi. Sering Kali
ditemukan pelanggaran-pelanggaran hak ekonomi pencipta musik dan lagu, berikut
ini beberapa kasus yang pernabcterjadi : ‘Pertama Pusing Pala Barbie, ciptaan lagu
karya Papa Uzi yang dibawakan ioleh penyayi Putri Bahar belakangan ini menjadi
perdebatan di situs berbagi video You Tube karena dianggap telah menjiplak lagu All
About That Bass yang dipopulerkan vokalis Meghan Trainor asal Amerika Serikat.
Untuk memastikan tentang kebenaran tersebut kemudian dalam salah stasiun televisi
yang dibawa oleh Deddy Corbuzier, dan Nycta Gina mencoba untuk mengecek
kebenaran dengan mewawancarai Juwita Bahar, Jelita Bahar, Bellayu Bahar, dan
Tiara Bahar di program Hitam Putih edisi Selasa, yang disiarkan langsung pada Selasa
(10/2/2015) malam.®® Untuk membuktikan apakah benar “Pusing Pala Barbie”
menjiplak “All ‘About That Bass”, Deddy meminta pemain piano Hitam Putih,
Anugerah Prahasta atau yang biasa dipanggil Anu, mengiringi Putri Bahar bernyanyi.
Anu diinstruksikan oleh Deddy dengan memainkan piano kord asli bagian reffrain

“All About That Bass”, sementara Putri Bahar menyanyikan reffrain “Pusing Pala

0 http://entertainment.kompas.com/read/2015/02/11/123118610/.Pusing.Pala.Barbie.99.Persen.Jiplak.
All.About.That.Bass. Diakses Pada Hari Jumat Tanggal 26 Agustus 2016 Pukul 20.00


http://entertainment.kompas.com/read/2015/02/11/123118610/.Pusing.Pala.Barbie.99.Persen.Jiplak.All.About.That.Bass
http://entertainment.kompas.com/read/2015/02/11/123118610/.Pusing.Pala.Barbie.99.Persen.Jiplak.All.About.That.Bass
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Barbie”. Hasilnya, dengan dan kord yang sama, Anu berhasil mengawal nyanyian

“Pusing Pala Barbie” tanpa ada kesalahan dari tempo musik “All About That Bass”.**

Kedua Kasus pembajakan karya cipta lagu Cari Jodoh yang dipopulerkan

dituding sebagai
plagiator ka ingat mirip dengan

lagu-lagu k Si_asi erti ' iV yag berjudul “Cinta

*! |bid

22 http://alfiyanlutfi.blogspot.co.id/2016/04/pelanggaran-hak-cipta-lagu.html, diakses pada Hari Jumat
tanggal 26 Agustus 2016 Pukul 20.00

%% http://lawNosta.wordpress.com/2010/05/06/mirip-terinspirasi-plagiat/, Mirip Terinspirasi P lagiat,
diakses pada Hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 Pukul 20.00

% Kumpulan Lagu Indonesia Yang Mirip dengan Lagu Lain http://www.tergaptek.com/2010/07/
musik-musik-Indonesia-yang-plagiat.html diakses pada Hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016
pukul 20.00
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meneliti lebih lanjut tentang “Perlindungan Terhadap Hak Ekonomi Pencipta
Musik dan Lagu Asing di Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 28

Tahun 2014 Dikaitkan Dengan Trade Reated Aspects Of Intellectual Property

Rights.”
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2. Manfaat Penelitian
a. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi

bagi pembaca sekaligus masukan dalam perkembangan ilmu

hukum bertujuan
untuk bertujuan menciptaka I masyarakat tidak

hanya sekedar me j a aman saja, akan tetapi adaan hukum itu sendiri

melaksanakan kepatuhan pada kaidah.”
Roscoe Pound menitik beratkan hukum pada kedesiplinan dengan teorinya

bahwa hukum merupakan alat untuk memperbaharui atau merekayasa masyarakat. %

2> sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2003, him. 39
26 Spedarsono, Pengantar Ilmu Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, him. 43

12



Bahwa tujuan hukum tidak hanya mengatur tatanan masyarakat akan tetapi fungsi
hukum juga memberikan perlindungan kepada individu dan masyarakat. Hal ini
sesuai dengan konsep dimana hukum itu dapat memberikan suatu rasa keadilan,
ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon, selalu berkaitan dengan
kekuasaan. Ada dua kekuasaan:wyang s€lalu ;menjadi perhatian yakni kekuasaan
pemerintah 'dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungannya ‘dengan kekuasaan
pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah),
terhadap pemerintah (yang memerintah) dalam . hubungan dengan kekuasaan
ekonomi. Permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah
(ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi).?’ Sedangkan Satjipto Raharjo mengemukakan
bahwasanya perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan
seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak
dalam rangka kepentingannya tersebut.”®

Selain dari pada itu hukum juga bertujuan untuk melindungi kepentingan-
kepentingan individu .maupun masyarakat, menciptakan tatanan kehidupan
masyarakat aman dan tertib."Hal ini senada.dengan ungkapan Sudikno Mertokusumo,
bahwasanya tujuan hukum selain ketertiban dalam masyarakat juga diharapkan
kepentingan manusia akan terlindungi, membagi hak dan kewajiban antar perorangan

dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengutamakan pemecahan masalah

2" Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, him.
2-5
%8 Satjipto Raharjo, Sisi-sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia, Kompas, Jakarta 2003, him. 121
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hukum serta memelihara kepastian hukum. Menurut Subekti dalam buku Sudikno
Mertokusumo berpendapat, bahwa tujuan hukum itu mengabdi kepada tujuan Negara,

yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya.?

lalu membuat
oleh hukum itu

sendiri,

erbagi lagi menjadi 5

yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan

2% sudikno Mertokusumo, Op.Cit, him. 61

% |bid, him. 44

3 pPipin Syarifin dan Daedah Jubaedah, Peraturan Hak Kekeyaan Intelektual Di Indonesia, Pustaka
Bani Quraisy, Bandung, 2004, him. 2007
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diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan”.
Menurut Rachmadi Usman sifat hak cipta adalah:*

a. Hak cipta memiliki sifat khusus yang diberikan kepada pencipta,
sehingga dengan adanya hak khusus tersebut tidak boleh ada orang lain
yang menggunakan hak tersebut tanpa izin pencipta.

b. Hak khusus tersebut-meliputi-hak: pencipta atas karya ciptaannya..

¢. Untuk melaksanakan hak khusus tersebut, pencipta atau pihak lain yang
atas izin pencipta sesuai dengan aturan perundang-undangan.

d. Hak cipta yang didalamnya terdapat hak immaterial dapat beralih atau
dialihkan kepada orang lain, baik seluruh maupun sebagian.

Sedangkan Pasal 1, 2 dan 3 menjelaskan tentang pencipta dan ciptaan yakni:
Pasal 1 angka 2 “Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-
sendiri atau bersama-sama menghasilkan. suatu ciptaan yang bersifat khas dan
pribadi”. Sedangkan Ciptaan dalam Pasal 1 angka 3 menyebutkan Ciptaan merupakan
sebuah hasil dari karya cipta yang meliputi karya seni dan sastra dihasilkan memalui
inspirasi.

Selanjutnya pemegang hak cipta atas karya ciptaannya dijelaskan secara
singkan dalam Pasal 1 angka 4 yakni: “Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai
pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau

pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut

secara sah”.

%2 Rachmadi Usman, Hukum Atas Hak Kekayaan Inteletual, PT Alumni, Bandung, 2003, him. 86
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Hak cipta sebagai hak ekslusif, mengandung dua esensi hak,*® yaitu hak

ekonomi (economy right) dan hak moral (moral right) :

a. Hak ekonom

cipta yang bertujuan

o
&
d
enc

pencipta dengan

g
&
Uhe

o

atau keaslian dari

E. Konsep Op
Konsep tang triminilogi yang
terdapat dalam judu .aQ ‘ - aya tidak terjadi penafsiran

yang terlalu luas tentang ju enelitia in aka penulis memberikan batasan-

batasan operasional.

% Hak adalah kewenangan atau kekuasaan untuk berbuat segala sesuatu yang telah ditentukan oleh
Undang-undang atau aturan atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut
sesuatu. Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, him. 381-
382

% Rachmadi Usman, Op.Cit, him. 112

* Elyta Ras Ginting, Hukum Hak Cipta Indonesia : Analisis Teori dan Praktik, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2011, him. 94

% Buku Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, UIR Perss, 2013 hlm. 12
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Perlindungan adalah tempat berlindung dari hal perbuatan dan sebagainya®’
Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh pencipta untuk memperoleh

keuntungan ekonomi atas ciptaannya dengan cara memperoleh pembayaran dari

a-sama yang
puan pikiran,
imajinasi, kedalam bentuk

yang khas

%7 http://kbbi.web.id/lindung diakses pada hari Senin tanggal 26 September 2016 Pukul 20.00 wib
% Kamus Hukum, Citra Umbaran, Bandung, 2008, him. 126

%% Ibid, him. 323

*0 Syafrinaldi, Op.Cit, him. 103

17


http://kbbi.web.id/lindung

nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

F.  Metode Penelitian
Untuk mempermudah penelitian ini maka metode yang diginakan adalah:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

sistematika faktual dan akurat mengenai fakta.

> Buku Panduan Penulisan Skripsi, Op.Cit, him. 5.
2 Muhammad Muhdar, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, him. 65.
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2. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder

yang terdiri atas:*?

petunjuk maupun

er dan sekunder

hukum. Tahapan analisis dari pe data, penggolongan data dan penyajian

data.**

*Soerjono Soekanto, Srimamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta
Rajawali Pres, 2011, him. 13
“Ibid, him. 12-13.
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Penulis akan menarik kesimpulan secara induktif dengan diawali oleh hal-hal
bersifat khusus berupa Peraturan Perundang-undangan seperti Undang-undang

Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Semua data sekunder yang diperoleh

dikelompokan, dig

¢

‘\\\\\\\\\““‘

%
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BAB Il

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan

N
< : _ |
| atal : : gunakan untuk
D

argumenta yang berkembang C kan sumbangan yang
penting sekaligus li dasar legi eori Ipta dan hak-hak dalam

bidang indu

ergunakan oleh orang

banyak baik berupa /a s ebagainya.*® Hak kekayaan

2. Kedua Hak Kekayaan
Istilah Copyright awal mulanya diperkenalkan dalam Berne Convention pada

tahun 1886. Arti dari hak cipta itu sendiri tidak dijelaskan secara detil, akan tetapi di

* Syafinaldi, Op.Cit, him. 13
* A Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, him. 6
" Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Ditjen HKI, 2006, him. 3
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dalam Article 2, Article 3, Article 11 dan Article 13 kemudian Pasal 2 jo Pasal 10
Auteurswet 1912.* Selanjutnya Auteurswet 1912 Pasal 1 yang mengatur tentang hak

cipta sebagai berikut: “Hak Cipta adalah hak tunggal dari Pencipta atau hak dari yang

Pencipta q : f eklaratif setelah suatu

ciptaan di dalam bentuk : g atasan sesuai dengan
ketentuan pere eru -undangan”*®. Se imusan Pasal 1 tersebut
bahwasanya

melindungi ha cipta a ain dapat melakukan

Hak menggandakan sesus aturan perundang-undangan.
Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak yang bersifat immaterial yang
dapat beralih atau dialihkan kepada orang lain.

PopbE

*8 Ok. Saidin, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right), Rajawali Pers, Jakarta,
2004, him. 61

* Lihat Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
%0 Rachmadi Usman, Hukum HAKI: Perlindungan danDimensi Hukumnya, Alumni, Bandung, 2003,

him. 86
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a. Hak Cipta Yang Dilindungi
Hak cipta merupakan idea tau gagasan yang dilindungi oleh Undang-undang,

perlindungan hak cipta tidak hanya atas ciptaan sameata akan tetapi penciptanya juga

menjelaskan ba anya : suatu cipta n aka ari karya pencipta

baik berup ‘ i ) getahuan " lain seba dan dijelaskan dalam

Pasal 40.>

Jakarta, 200

5% Ayat 1 Ciptaan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra,
terdiri atas :

1. ua hasil karya tulis lainnya

2.

3.

4. 3

5. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantimim

6. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan , gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat,

patung, atau kolase.
7. Karya seni trapan
8. Karya arsitektur
9. Peta
10. Karya seni batik atau seni motif lain
11. Karya fotografi
12. Potret
13. Karya sinematografi

23
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b. Hak Yang Ada Di Dalam Hak Cipta
Adapun hak yang terkandung di dalam hak cipta salah satunya adalah hak

eksklusif, hak eksklusi merupakan hak yang dimiliki pencipta untuk melindungi

menggunakan
karya cipt ang lai : melanggar hak

mengumumkan,

selanjutnya ka ang dihe b S k cipta. Kemudian
terhadap ha pada penciptanya,

yang kemudi ekonomi merupakan

15. Terjemahan ,adaftasi, aransemen, asi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional

16. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer
aupun medi lainnya

17. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli
18. Permainan video; dan

19. Program komputer
% Lihat dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

% Tamotsu Haozumi, Asian Copyright Handbook, Asia/ Pacific Cultural Centre for Unesco, Jakarta,
2006, him. 97
*®|_jhat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Clpta

24



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

hak eksklusif pencipta sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri
pencipta.

Di dalam hak ekonomi terdapat hak untuk memperbanyak, mengumumkan

merugikan penC|pt :

57 Ok Saidin, Op.Cit, him. 210
%8 Suyud Margono, Hukum Hak Cipta Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, him. 49
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B. Tinjauan Umum Tentang Pengaturan Hak Cipta

Pengaturan hak cipta sudah lama dikenal dan dimiliki di Indonesia sebagai
hukum positif sejak zaman Hindia Belanda dengan berlakunya Auteurswet 1912.
Pada tahun 1982.kemudian disahkan pula.Undang-undang. Nomor 6 Tahun 1982,
selanjutnya perobahan dilakukan atas Undang-undang sebelumnya, muncul Undang-
undang baru yaitu Undang-undang Nomar:7 Fahun 1989, pada tahun 1997 dilakukan
perobahan terhadap Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 menghasilkan Undang-
undang baru Nemor 12 tahun 1997, akan tetapi Undang-undang tersebut telah dicabut
diganti dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-
undang Nomor 19 tahun 2002 hanya bertahan hinggga tahun 2014. Pada tahun 2014
muncullah Undang-undang yang mengatur tentang hak cipta yakni Undang-undang
Nomor 28 Tahun 2014.%

Sehingga dengan munculnya Undang-undang terbaru pengganti Undang-
undang Nomor 19 tahun 2002 Jo Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak
cipta, di dalam ketentuan terbaru tentang hak cipta ini lebing mengakomodir
keinginan atau kepastian hukum bagi semua pihak. sehubungan dengan hak cipta,
yang mana pada undang-undang.sebelumnya hanya diatur sebanyak 78 Pasal, akan
tetapi di dalam Undang-undang Terbaru terdapat 126 Pasal. Dengan adanya
perobahan serta penambahan Pasal-pasal yang ada di dalam Undang-undang terbaru

tersebut, tentunya pemegang hak cipta atas karya cipta mendapatkan perhatian khusus

%9 http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/48589/3/Chapter%2011.pdf, him. 31 Diakses Pada
Hari Selasa Tanggal 22 November 2016 Pukul 22.15 Wib

26


http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/48589/3/Chapter%20II.pdf

nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

dari pemerintah, hal ini tidak lain untuk memacu semangat agar dapat menghasilkan
karya cipta terbaru..”

Di dalam ketentuan Undang-undang terbaru ini diatur lebih banyak tentang

yram”, “‘penggandaan”,

dari pada
pasal yang
atur dala
kepemilik

putus. Kem

25 51505

- -

g ditentukan akan

hak ekonomi dari

dilihat dalam penjelasan umumnya diantara lain :%

* Ibid, 32

S1Selvie Sinaga, “Catatan Terhadap UU Hak Cipta Baru”, Kompas, http : / / print.kompas.com /
2015/01/12/Catatan-terhadap-UU-Hak-Cipta-Baru, Diakses Pada Hari Selasa Tanggal 22 November
2016 Pukul 22.15 Wib

82 1 etezia Tobing, “Ini Hal Baru yang Diatur di UU Hak Cipta Pengganti UU No 19 Tahun
2002, hukumonline.com, http://www.hukumonline.com/klinik/detail/1t54192d63ee29a/halhttp://www.h
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=

10.

undang

Dalam perlindungan hak cipta kurun waktunya lebih lama.

Di dalam perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta maupun hak terkait,
juga memberikan batasan pengalihan hak ekonomi.

Dalam penyelesaian sengketa sangat efektif dan dapat menentukan pilihan
dalam penyelesaian sengketa seperti mediasi; arbitrase, atau pengadilan.
Pengelola tempat perdagangan bertanggungjawab. atas tempat penjualan
dan/atau pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di pusat tempat
perbelanjaan nyang dikelolanya

Hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek
jaminan fidusia

Menteri diberi kewenangan untuk ' menghapus ciptaan yang sudah
dicatatkan, apabila ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila,
ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan
peraturan perundang-undangan

Pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota
Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau royalty
Baik pencipta maupun pemegang hak terkait mendapatkan imbalan atau
royalty.

Adanya suatu lembaga yang berfungsi untuk menghimpun atau mengelola
hak ekonomi.

Dan dalam menggunakan hak cipta dilakukan melalui sarana media yang
tujuannya untuk merespon perkembangan.

Selanjutnaya terdapat-juga. pengaturan tentang peralihan hak cipta yang

dilakukan dengan cara mewakafkan, ketentuan tersebut dapat dilihat pada Pasal 16,
selain itu hak cipta dapat juga dijaminkan dengan menggunakan jaminan fidusia.

Bahwa dalam hal perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta pada Undang-

sebelumnya hanya memberikan jangka waktu 50 (lima puluh) tahun,

sedangkan di dalam Undang-undang terbaru jangka waktu perlindungan hukum bagi
pencipta berlangsung sampai dengan seumur hidup dan ahli waris juga dapat

menikmati apa bila pemegang hak cipta meninggal dunia.

ukumonline.com/klinik/detail/1t54192d63ee29a/hal baru-yang-diatur-di-uu-hak-cipta-pengganti-uu-no-
19-tahun-2002, Diakses Pada Hari Selasa Tanggal 22 November 2016 Pukul 22.15 Wib
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Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta terdapat hak moral
dan hak ekonomi. Terdapat pengaturan tanpa batas waktu sebagaimana disebutkan

dalam Pasal 57 ayat 1 dan ayat 2, bahwa pemegang hak cipta memiliki hak agar

atas ciptaan,p ; : p-pencipta dan terus
berlangsung se ' a, terhitung mulai 1

Januari tah o va. imili i aka berlaku selama 50

pengetahuan
d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks

e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime

83 http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/48589/3/Chapter%2011.pdf, Op.Cit, him. 34
* Lihat Pasal 58 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
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f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran,

kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase

g. Karya arsitektur

1. Perlindungan hak cipta atas ciptaan:
Karya fotografi

Potret

Karya sinematografi

Permainan video

Program computer

Perwajahan karya tulis

P00 T

% Lihat Pasal 59 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
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g. Terjemahan, tafsiran, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi,
aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi

h. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi
ekspresi budaya tradisional

I. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca
denganprogram komputer atau media‘lainnya; dan

j. Kompilasi. ekspresi budaya.tradisional selama kompilasi tersebut
merupakan karya yang asli berlaku selama 50 tahun sejak pertama
kali dilakukan pengumuman.

2. Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya seni terapan berlaku

selama 25 tahun semenjak dimumkan.

Selanjutnya di dalam pengaturan terbaru mengenaihak cipta ini juga
memberikan larangan terhadap pengelola yang melakukan perdagangan terhadap
karya cipta yang merupakan hasil dari penggandaan, pembajakan dan lain sebgainya.
Apabila didapati barang-barang yang merupakan hasil dari-pembajakan ataupun
penggandaan di-tempat pengelola maka dapat dikenakan sanksi sebagaimana di atur
di dalam Pasal 114 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014. Oleh karena itu setiap
pengelola maupun pihak lain-yang sengaja ‘melakukan ataupun tidak melakukan
penggandaan, pembajakan akan tetapi di tempat pengelola terdapat hak cipta yang
digandakan atau pembajakan maka akan didenda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus
juta rupiah).

Pengelolaan hak ekonomi dalam hak cipta diatur dalam undang-undang ini
yaitu dalam Pasal 1 angka 22 UUHC 2014 yang menyebutkan adanya lembaga
Manajemen Kolektif yang merupakan suatu institusi yang berbentuk badan hukum

nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak

terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan
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mendistribusikan royalti. Perbaikan dan penyempurnaan dalam UUHC 2014 ini
bertujuan untuk memberi perlindungan yang lebih baik terhadap pencipta dan kepada

pihak-pihak lainnya, seperti adanya kepastian hukum sebagai jaminan terhadap hak-

kan masuk dalam
ruf d. Musik®” dan
ponen syair, melodi,

ik ataupun lagu bisa

9/3/Chapter%20I1.pdf, Op.Cit, him. 37
Mus1c yaitu “ suatu |Imu atau seni menyusun nada suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan
temporal untuk menghasilkan komposisi suara yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan dan
juga berpengertian sebagai nada atau suara disusun demikian rupa sehingga mengandung irama lagu”
Edi Damian, Glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait, Alumni, Bandung, 2012, him. 67
* Lagu yaitu “ berupa ragam suara yang berirama dalam bercakap, bernyayi, membaca” Edi Damian,
Ibid, him. 63
® Aransemen yaitu “ sebagai ciptaan tersendiri tanpa mengurangi hak cipta atas ciptaan asli pertama
yang ditransformasi kedalam bentuk berbeda sebagai suatu karya bari dibidang ilmu pengetahuan seni
atau sastra. Contoh : aransemen dibidang musik adalah transformasi berupa penyesuaian komposisi
musik dengan nada suara penyanyi atau instrument music lain yang didasarkan pada sebuah komposisi
yang telah ada hingga esensi musiknya tidak berubah” Edi Damian, Ibid, him. 5
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individu maupun secara bersama-sama yang kemudian menuangkan hasil pikirannya
kedalam bentuk komposer.”

Bahwa dahulunya manusia sering kali melakukan acara-acara khusus yang
berupa penyembahan: terhadap. patung-patung, dalam acara tersebut sering kali
dilakukan dengan ekspresi suara-suara ataupun nyanyian atau dengan mantra-mantra.
Dari peristiwa tersebut sebagian mulailah/ muncul lagu-laguan ataupun musik.”

Sebagian pendapat juga mengemukakan bahwasanya penemuan terhadap
musik tidak terlepas dari yang namanya acara keagamaan, acara-acara istana dan lain
sebagainya. Musik juga merupakan sebuah ekspresi dari perasaan atau yang timbul
dari pikiran dalam bentuk bunyi-bunyian yang teratur.”

Adapun dalam kesehariannya musik dan lagu tidak dapat terpisahkan, musik
derettan irama yang dimainkan dengan menggunakan sebuah alat seperti gitar yang
mengeluarkan ‘bunybunyian-, yang kemudian _diikuti dengan irama lagu dengan
menggunakan tempo panjang dan pendeknya tinggi maupun rendahnya suara yang
kemudian memberikan corak tersendiri dapat berupa:”

Melodi merupakan suatu nada baik nada rendah maupun nada tinggi.
Lirik merupakan suara yang mengiringi nada music atau melodi.

Aransemen meruapakan cara menata permainan musik.
Sedangkan notasi dilakukan dalam bentuk penulisan not-not tangga lagu.

PopbE

" Hendra Tanu Atmadja, Hak Cipta Musik atau Lagu, Penerbit Pasca Sarjana Universitas Indonesia,
Jakarta, 2003, him. 55.
™ Yuliawan Kasmahidayat, Learning More Art & Culture 3, Grafindo, Bandung , 2011, him. 188

72 (i
Ibid, 178
" Van Hoeve, Ensiklopedia Indonesia Buku 4, Ichtiar Baru, Jakarta, 1990, him.1940.
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Pendapat lain juga mengemukakan bahwasanya Lagu maupun musik
merupakan suatu irama suara yang diiringi dengan menggunakan melodi.” Karya

lagu adalah hasil dari bidang kesenian yang merupakan suatu media yang acap kali

pun alat yang

sik kemudian

menghasil : DOSIS iden ingga terkadang

Pasal 12 Undang-
undang hak diartikan sebagai
karya yang melodi, syair atau lirik,
dan aranse adalah bahwa lagu

atau musik te

lain:™®

=

" tidak
3. Musik dan lagu merupakan suatu karya cipta tersendiri.

" Hataris Andijaning Tyas, Seni Musik, Erlangga, Jakarta, 2007, him. 100.
"> Arlo Kartono, Kreasi Seni Budaya, Ganeca Exact, Jakarta, 2007, him.28.
76 \Van Hoeve, Op.Cit, him. 141
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Musuk merupakan komponen senin irama Yyang dimainkan dengan
menggunakan peralatan benda-benda dan juga menghasilkan bunyi yang memiliki

beraneka ragam bunyian sehingga dapat membantu atau membentuk watak

individu melalui indera

masing-mas api  be : ang mengemukakan
bahwasanya IS -  dipergunaka : apan lagu atau musik

itu sendiri Ausica . sarkan K S dak dijelaskan secara

" http://pengertian-musik.html diakses pada tanggal 3 November 2016 Pukul 20.00 wib
"8 \/an Hoeve, Op.Cit, him. 1940
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PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A.

Perlindunga

menyembun

" peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kotemporer, Modern English Press Edisi 11,
Jakarta, 1995, him. 876.

80 W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cetakan IX, Balai Pustaka, Jakarta, 1986,
him. 600.

8 philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina llmu, Surabaya, 2007, him.
205
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Bahwa dengan semakin pesatnya perkebangan ekonomi dan teknologi sering
kali terjadi pelanggaran-pelanggaran hak cipta, pelanggaran terhadap hak cipta ini

sampai saat ini terus berlangsung dan berkembang di masyarakat terutama terhadap

belakangan in ersoa : ah-menjiplak lagu All

About That Bass yang dipopulerka ' : erika Serikat. %
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Band.®®

D’Masiv dan Vierra yang banyak dituding sebagai plagiator karena mayoritas lagu

8 http://entertainment.kompas.com/read/2015/02/11/123118610/.Pusing.Pala.Barbie.99.Persen.Jiplak.
All.About.That.Bass. Diakses Pada Hari Jumat Tanggal 26 Agustus 2016 Pukul 20.00
8 http://alfiyanlutfi.blogspot.co.id/2016/04/pelanggaran-hak-cipta-lagu.html diakses pada Hari Jumat

tanggal 26 Agustus 2016 Pukul 20.00
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dalam albumnya mirip atau sangat mirip dengan lagu-lagu karya musisi asing.®
Seperti contoh lagu D’Masiv yag berjudul “Cinta Sampai Disini” dianggap menjiplak
karya musik dari Lifehouse yang berjudul “Into The Sun” dan lagu Vierra
“Dengarkan Curhatku” dianggap.sama persis.seperti lagu dari miliknya Lost Prophet
yang berjudul Roftop.*®

Hak cipta merupakan hak: eksklusif, hak tersebut secara secara otomatis ada
dikarenakan karya ciptanya. Bahwa salah satu filsuf berkebangsaan inggris yakni
Jhon Locke pada mengemukakan di dalam hak cipta terdapat hak eksklusif atas
karya ciptaannya sedangkan di dalam hukum alam seseorang agar dapat menjaga
ciptaannya tersebut sehingga karya ciptaannya tersebut memiliki kontribursi di tengah
masyarakat.®®

Bahwa kemudian dalam Pasal 2 huruf b dan huruf cjuga dijelaskan yakni :*'

Huruf b™* semua Ciptaan’\dani-produk Hak Terkait bukan warga negara

Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia

yang untuk pertama kali dilakukan Pengumuman di Indonesia”

Huruf ¢ “semua ciptaan dan/atau produk Hak Terkait bukan warga negara

Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia

dengan ketentuan:

1. Negaranya mempunyai perjanjian bilateral dengan negara Republik
Indonesia mengenai pelindungan Hak Cipta dan Hak Terkait; atau

8 Mirip Terinspirasi P lagiat http://lawNosta.wordpress.com/2010/05/06/mirip-terinspirasi-plagiat/
diakses pada Hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 Pukul 20.00

% Kumpulan Lagu Indonesia Yang Mirip dengan Lagu Lain http://www.tergaptek.com/2010/07/
musik-musik-Indonesia-yang-plagiat.html diakses pada Hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016
pukul 20.00

8 Otto Hasibuan, Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan
Collecting Society, PT. Alumni, Bandung, 2008, him. 52.

8 Lihat Pasal 2 huruf b dan huruf ¢ Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
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2. Negaranya dan negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta
dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai pelindungan Hak
Cipta dan Hak Terkait.

Selanjutnya I ekonomi merupakan ang berhubungan dengan

keuntungan yar 3 se silkan hendaknya

memiliki mutu a i jual ke a terseb ai komersilnya.®

1. Hak untuk memperbanyak.
2. Hak adaptasi (adaption right) hak untuk menggandakan ciptaan yang telah
ada.

8 Sanusi Bintang, Hukum Hak Cipta, Citra Aditya Bakti, Bandung , 1998, him. 4-5.
8 Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Intelektual, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001,
him. 20-21.
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3. Hak distribusi (distribution right) adalah hak untuk menyabarkan kelapisan
masyarakat.

Hak untuk melakukan pertunjukan terhadap karya seni ciptaan.

Hak untuk mempublikasikan ciptaan.

Hak menyiarkan lewat media telivisi.

Suatu hak tambahan dalam bentuk kebendaan

Kemudian hak pinjaman, hak tersebut-dapat digunakan oleh masyarakat.

N GA

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dikemukakan di atas menurut hemat
penulis terhadap karya.cipta-atas musik dan lagu felah mendapatkan perlindungan
hukum. Perlindungan hukum diberikan atas hak ekonomi peneipta lagu dan musik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 2 yaitu “Setiap Orang yang melaksanakan
hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta
atau Pemegang Hak Cipta”. Artinya siapa saja yang berupaya melakukan
penggandaan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian
ciptaan haruslah mendapatkan izin dari pencipta lagu dan musik.

Bahwa kemudian berkenaandengan: perlindungan. hukum terhadap karya
cipta sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang
hak cipta, melindungi hak ekonomi pencipta dan. hak moral pencipta. Bahwa
kemudian perlindungan karya cipta juga dijelaskan secara rinci hal ini dapat dilihat
dalam Pasal 40. Bahwa tujuan dari perlindungan terhadap karya cipta atas ciptaan
merupakan bentuk capur tangan pemerintah agar upaya-upaya kejahatan dalam
bidang hak kekayaan intelek tual dapat diberantas, kejahatan terhadap hak kekayaan
intelektual sering kali terjadi dalam musik dan lagu seperti penggandaan, pembajakan

yang dilakukan tanpa izin dari pencipta musik dan lagu. Oleh karena itu perlindungan
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hukum dibidang hak kekayaan intelektual dapat dilakukan baik dalam bentuk

preventif maupun represif.*°

Bentuk Perlindungan hukum yang diberikan secara preventif terhadap subjek

perlindunga adapun
penangana Nga eh p : taupun  peradilan
administras ' qori pe e ukum ini, adapun

peletakan kewajiban

masyarakat da e : mendasari terhadap

% Dendi Martha Rahardja, Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Yang Belum Di Daftarkan
Ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Analisis Pasal 40 Ayat 3 Undang-undang
Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta), Artikel Ilmiah Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang, 2015, him. 7

*" Ibid, him. 8
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dengan hak cipta, pengakuan ini secara normatif mendapat tempat utama dalam
Negara hukum dan tujuan dari Negara hukum.®?

Secara tegas prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia tidak lepas

kerangka 3 : asila, pring #-,1 indungan hukum
di Indonesia Sip | ‘ erhadap karya-karya
manusia.
Un ang ha ‘j ‘- ‘ . jan terhadap karya

cipta untuk me : nci erta mencega menyelesaikan sengketa

lagu baik yang diara ; J an lagu milik orang lain

.@ an h an kepentingan orang lain.
Instrument penegakan hukut ‘ ' ) entif terdiri dari upaya pembuatan
aturan-aturan administratif yang bersifat memberi sanksi, seperti aturan tentang
prosedur, mekanisme, dan tata cara penyeleksian atau pengujian. Termasuk pula

dalam lingkup ini adalah pendidikan hukum dan sosialisasi aturan-aturan hukum

%2 |pid
% bid
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kepada masyarakat, baik melalui kegiatan penyuluhan hukum, maupun kegiatan
penyebaran informasi hukum kepada masyarakat.**

Perlindungan previntif terhadap lagu yang merobah aransemen, lirik lagu,
penggandaan maupun plagiat terhadap lagu. aslinya mestilah dilakukan dengan cara
perjanjian lisensi terhadap karaya ciptaan. Terhadap perlindungan hak cipta lagu
sebagaimana dalam penelitian penulis fini ‘khususnya terhadap hak ekonomi pencipta
lagu dan musik menjadi sangat serius khususnya di Indonesia. Di dalam penjelasan
Pasal 16 ayat 2 Undang-undang hak cipta nomor 28 tahun 2014 menyatakan
bahwasanya yang dapat pengalihan terhadap hak ekonomi dibolehkan akan tetapi
hak moral tetap melekat pada diri pencipta, dalam hal dilakukannya pengalihak
terhadap hak ekonomi ciptaan tentunya harus dilakukan secara jelas dan tertulis.
Dalam prakteknya, perjanjian peralihan sebagian hak-hak dalam hak cipta musik dan
lagu ini lazim disebut dengan perjanjian lisensi hak atas lagu: lIstilah lisensi ini telah
dijelaskan dengan tegas dalam Pasal 80 yang mana pencipta maupun pemegang hak
cipta dibolehkan memberikan lisensi kepada pihak lain dengan cara dilakukan dengan
membuat perjanjian tertulis hal tersebut harys sesuai.dengan ketentuan dari Pasal 9
ayat 1, Pasal 23 ayat 2, Pasal 24 ayat 2 dan.Pasal 25 ayat 2. Perjanjian ini timbul dari
kebiasaan yang dilakukan dalam dunia perdagangan, khususnya Show Business
maupun industry rekaman. Dengan adanya dua hak dalam hak cipta tadi maka

perjanjian lisensi hak cipta atas lagu dan music terbagi menjadi dua macam perjanjian

% Budi Santoso, Butir-butir Berserakan Tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (Desain Industri),
Mandar Maju, Bandung, 2005, him. 95
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dalam pelaksanaannya, dimana yang satu sama lain berbeda dalam ha jenis
pemakaian lagunya, subyek hukumnya, hak dan kewajiban masing-masing pihak
serta jangka waktunya.*

Undang-undang No. 28, Tahun 2014 tentang hak cipta memberikan artikulasi
bahwa _karya yang mengatur tentang karya intelektual yaitu, bidang ilmu
pengetahuan, seni dan sastra. yang| ekspresikan .dalm bentuk yang mempunyai ciri
tersendiri untuk membedakan satu sama lain, baik berupa ide, prosedur dan konsep
dalam mewujudkan yang tetap. Bahwa dengan kata lain dalam mendapatkan
perlindungan terhadap hak cipta tidak ada keharusan dalam untuk mendaftarkan
untuk di diakui haknya, namun pendaftaran tersebut hanya sebagai keperluan belaka,
ada kriteria perolehan hak (Criteria of egibility) yang di- akui tetap berlaku
berdasarkan Article 1 (3) bis TRIPs yang pemberlakuannya harus tetap berlandaskan
Article 3 (1) TRIPs yang menentukan, selanjutnya Articles 3'BIS menetapkan bahwa
perlindungan hak cipta diberikan berdasarkan :%

Nationality of author (Kewarganegaraan pencipta);
Place of publication work (Tempat penerbitan)
Residence of author (Domisili pencipta)

Publised work (ciptaan yang diterbitkan)
Simoltaneously published works (Ciptaan yang diterbitkan secara simoltan)

aogrwpdPE

Selanjutnya menurut hemat penulis berkenaan dengan pemberian

perlindungan hukum terhadap pencipta jelah merupakan keharusan yang mendasar

% Gatot Supramono, Op.Cit, him. 2
% Rahmi juned, Hak Kekayaan intelektual Penyalahgunaan Hak Eklusif, Airlangga University Press,
Surabaya, 2010, HIm. 72.
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untuk diberikan hak eksklusif sebagaimana disebutkan di atas, menurut hemat penulis
dengan adanya perlindungan hukum terhadap karya hak cipta bagi si pencipta

merupakan hal yang sangat positif, ini bertujuan untuk melindungi ciptaan si

pengetahuan

4. Lagu dan/ atau musik dengan atau tanpa teks

5. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantimim

6. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan , gambar, ukiran,
kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase.

7. Karya seni trapan

8. Karya arsitektur

9. Peta

10. Karya seni batik atau seni motif lain
11. Karya fotografi
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12. Potret
13. Karya sinematografi
14. Terjemahan Tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen,
modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi
15. Terjemahan ,adaftasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi
budaya tradisional
16. Kompilasi ciptaan atau.data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan
program komputer aupun medi lainnya
17. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan
karya yang asli
18. Permainan video; dan
19. Program komputer
Menurut hemat penulis berdasarkan ketentuan sebagaimana disebutkan
dalam Pasal 40, penulis menilai bahwasanya konsep perlindungan hukum terhadap
ciptaan terdapat kesulitan dikarenakan budaya masyarakat yang kerap sekali meniru
hak cipta orang lain, tentunya hal ini sangat merugikan bagi' pencipta yang telah
bersusah payah untuk menghabiskan waktu, tenaga, pikiran serta dana yang tidak
sedikit untuk menghasilkan-karya ciptaannya. Dalam Pasal*40 ayat 3 memberikan
gambaran yang sangat jelas bahwasanya perlindungan hukum terhadap ciptaan secara
otomatis dilindungi- meskipun terhadap karya cipta tersebut belum pernah
diumumkan namun telah diwujudkan dalam bentuk nyata. Hal ini senada dengan
ungkapan Rahmi Juned yang menyatakan,.di dalam hak cipta itu terdapat hak
eksklusif yang melekan pada diri penciptanya terhadap hak tersebut dilindungi oleh
undang-undang mekipun tidak mendaftarkan karya ciptanya.®’

Oleh karena itu menurut penilaian penulis, seorang pencipta atas karya

ciptaannya yang merupakan hasil karya intelektual mendapatkan suatu penghargaan

%" Rahmi juned, Op.Cit, him. 74
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yang sangat besar atas ciptaanya. Penghargaan tersebut berupa hak ekonomi

merupakan suatu penghargaan atas karya cipta dalam bentuk berupa keuntungan atas

karya ciptanya, sedangkan hak moral merupakan perlindungan terhadap ciptaannya

apabila ada pihak.lain yang mengklaim atas ciptaan tersebut:

Kemudian dalam Pasal 58 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014

menjelaskan tentang lamanya masa berfakt hak ekonomi sebagai berikut :

1. Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:

a.
b.
C.

d.

buku, pamflet, dan semua hasrl karya tulis lainnya;

ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;

alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu
pengetahuan;

lagu atau musik dengan atau tanpa teks;

drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran,
kaligrali, seni pahat, patung, atau kolase;

karya arsitektur;

peta; dan

karya seni batik-atau seni motif lain, berlaku selama hidup Pencipta dan
terus berlangsung 'selama 70" (tujuh puluh) .tahun setelah Pencipta
meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

2. Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh 2
(dua) orang atau lebih, pelindungan Hak Cipta berlaku selama hidup
Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70
(tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal | Januari tahun
berikutnya.

3. Pelindungan Hak Cipta.atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama
50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

Berdasarkan uraian di atas menurut hemat penulis bahwasanya pemerintah

telah memberikan bentuk perlindungan hukum yang sangat jelas terhadap pencipta

musik dan lagu, yaitu dalam bentuk perlindungan hukum secara Previntif maupun
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represif. Adapun perlindungan hukum secara previntif pemerintah telah berupaya
memberikan batasan-batasan agar tidak ada perbuatan atau tindakan untuk melakukan
pelanggaran-pelanggaran terhadap karya cipta orang lain terutama terhadap musik
dan lagu. Bahwa.kemudian terhadap perlindungan hukum secara represif dalam hal
ini pemerintah telah melakukan upaya semaksimalnya dengan cara melakukan
perubahan terhadap Undang-undang No 19 tahun 2002 menjadi Undang-undang No
28 tahun 2014 tentang hak cipta, hal ini bertujuan agar terhadap pencipta dilindungi
hak-haknya termasuk hak ekonomi pencipta. Salah satunya merupakan bentuk
perwujudan terhadap perlindungan karya cipta musik dan lagu.

Bagi pelanggar hak cipta dapat dikenai sanksi pidana, bahwa seyogyanya
perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pencipta musik.dan lagu ketika hak
ciptaannya dimanfaatkan dengan cara yang dilarang oleh Undang-undang, dalam
bentuk melakukan pembajakan, merubah aransemen, melakukan penjiplakan dengan
tanpa seizin pencipta musik dan lagu merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak
ekonomi pencipta musik dan lagu. Oleh karena itu dalam hal ini tentunya peran aktif
dari pemerinta dan juga pencipta agar melakukan upaya-upaya hukum agar terhadap
pelanggar hak ekonomi pencipta.terlindungi..Salah satu upaya yang dapat dilakukan
oleh pencipta melakukan laporan pidana atau mengajukan gugatan perdata pada
Pengadilan Niaga.

Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dengan tegas
memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta, hal ini telah dijelaskan

dalam dalam Pasal 9 ayat 1 pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud
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Pasal 8 memiliki hak untuk melakukan : penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan
dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan,
pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan
ciptaan, pengumuman ciptaan,. komunikasi« ciptaan dan penyewaan ciptaan.
Selanjutnya dalam Pasal 40 ayat 1 hurf d disebutkan lagu dan/atau musik dengan atau
tanpa teks merupakan karya cipta-yang:dilindungi oleh Undang-undang.

Bahwa terhadap hak ekonomi Pasal 58 ayat 1 huruf d menyebutkan
“Perlindungan hak cipta atas ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks berlaku
selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah
pencipta meninggal dunia terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Kemudian di dalam ayat 2 hila terdapat dua orang atau lebih penciptanya maka
perlindungan hak ciptanya berlaku kepada pencipta yang meninggal dunia paling
terakhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh)\tahun sesudahnya, terhitung mulai
tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Apabila pemegang hak cipta merupakan badan
hukum maka perlindungan hak cipta atas ciptaan dipegang oleh badan hukum berlaku
selama 50 (lima puluh) tahun. Oleh karena itu dapat.dilihat dengan jelas bahwasanya
Undang-undang sangat jelas dan tegas memberikan perlindungan terhadap hak
ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Undang-undang Nomor 28
tahun 2014 tentang hak cipta.

Selain dari perlindungan hukum terhadap hak ekonomi dan hak moral di
dalam Pasal 113 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta juga

memberikan perlindungan hukum terhadap hak ekonomi dalam bentuk sanksi pidana

49



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

apabila ada yang melakukan pelanggaran terhadap hak ekonomi sebagaimana

berikut:%®

1. Setiap Orang«yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi

pidana penjara paling la pat) tahun dan/ atau pidana denda paling
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara

% Lihat Pasal 113 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
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paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp

4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

pihak.%
Setiap terjadi sengketa antara para pihak yang bersangkutan, tentunya dalam

sengketa tersebut berbagai cara dapat digunakan untuk menyelesaikannya, baik

% Jimmy Joses Sembiring, Cara Menyelesaikan Sengketa diluar Pengadilan Negoisasi, Mediasi,
Konsiliasi dan Arbitrase, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2011, him. 6
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melalui pengadilan maupun diluar pengadilan. Bahkan, dalam penyelesaian sengketa
saat ini marak adanya kecenderungan masyarakat untuk menggunakan kekerasan
sebagai penyelesaian sengketa.'®

Upaya penyelesaian sengketa terdapat-dua cara yaitu melalui jalur litigasi
dan jalurnon litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah suatu penyelesaian
yang dilakukan melalui lembagacperadilan; sedangkan penyelesaian sengketa melalui
non litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan.'®

Terkait dalam kasus pelanggaran hak cipta dalam plagiat, perobahan judul
lagu atau pembajakan lagu, Undang-undang hak cipta mmberikan pilihan
penyelesaian sengketa bagi pencipta atau pemegang hak cipta yang haknya dilanggar
oleh pihak lain;‘Khoirul Hidayah mengemukakan jalur tentang penyelesaian sengketa

Undang-undang Hak ciptasebagai berikut:'%

1. Pertama mengajukan- gugatan 'perdata, adapun mekanisme dini diatur di
dalam Pasal 100 Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta,
pemegang hak cipta dalam hal ini yang dirugikan mengajukan gugatan ke
Pengadilan Niaga.

2. Kemudian dapat juga menempuh jalur hukum pidana, ketentuan ini diatur
dalam Pasal 112 Undang-undang hak cipta.

3. Selanjutnya penyelesaian sengketa juga dapat menggunakan jalur
Penyelesaian sengketa. melalui.. alternatif peyelesaian sengketa/ADR
(alternative dipyte resolution), arbitrase.

Ketentuan penyelesaian sengketa diatur dalam Pasal 95 Undang-undang

Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, ketentuan tentang penyelesaian dijelaskan

1% 1bid, him. 7

L 1bid, him. 9

192 Khoirul Hidayah, Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Di Indonesia Kajian Undang-undang &
Integrasi Islam, UIN Maliki Press, Malang, 2013, him. 54
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bangaimana mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi suatu pelanggaran hak

cipta, adapun bunyi Pasal 95 sebagai berikut:

1.
2.

3.

.103

Penyelsaian_.sengketa hak cipta dapat«dilakukan melalui alternatif
penyelesaian sengketa; arbitrase, atau-pengadilan

Pengadilan. yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah
pengadilna niaga

Pengadilan lainnya selain pengadilan niga sebagamana dimaksud ayat (2)
tidak berwenang menangani penyelesaian seengket hak Cipta

Selain pelanggaran” Hak Cipta dan/ataw , Hak terkait dalam bentuk
pembajakan, “sepanjang para pihak vyang bersengketa diketahui
keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Repubik
Indonesia harus menempuh terlebih dahuu penyelesaian sengketa melalui
mediasi sebelum meletakkan tuntutan pidana

Selanjutnya bila Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dapat

menempuh jalur hukum dengan mengajukan suatu  gugatan kepengadilan atas

pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada ketua pengadilan Niaga. Dalam Pasal 100

Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai berikut:

.104

Gugatan tas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada pengadilan niaga
Gugatan sebagaimana pada ayat (1) dicatat oleh penitera Pengadilan Niaga
dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan
Panitera pengadilan niaga memberikan - tandan terima yang telah
ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran

Panitera pengadilan niaga menyampaikan permohonan gugtan kepada ketua
pengadilan niaga dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak
tanggal gugatan didaftarkan

Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan,
pengadilan niaga menetapkan hari siding

Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan juru sita dalam waktu
paing lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan

193 |_jhat Pasal 95 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta
104 |_ihat Pasal 100 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta
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Dalam hal penyelesaian sengketa ditempuh dengan mengajukan gugatan ke
pengadilan Niaga maka, terhadap putusan Pengadilan Niaga terkait kasus pelangaran
hak cipta paling lama“diucapkan hasil putusan perkara tersebut 90 hari setelah
gugatan diajukan dan dapat di perpanjang paling lambat 30 hari atas perstujuan ketua
Mahkamah Agung. Dalam Putusan tersebut memuat secara lengkap pertimbangan
hukum yang mendasarisputusan tersebut, putusanitersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum dan apabila diminta salah satu pihak tidak hadir maka putusan
Pengadilan Niaga wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lambat
14 hari setelah putusan diucapkan.'®

Terhadap hasil Putusan Pengadilan Niaga upaya hukum yang dapat ditempuh
yakni upaya hukum kasasi, tenggang waktu uniuk menyatakan kasasi paling lambat
14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan atau diberitahukan. Pernyataan
kasasi disampaikan melalui Panitera ;Pengadilan Niaga. Panitera Pengadilan Niaga
kemudian membuat tanda terima pernyataan kasasi, dan kepada pemohon kasasi
diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang
sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran. Dalam hal permohonan kasasi wajib
juga disertai dengan memori kasasi, Panitera wajib mengirimkan permhonana kasasi
dan memori kasasi kepada termohon kasasi setelah memori kasasi diterima, kemudian
termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera. Kemudian

kontra memori kasasi disampakan kepada pemohon kasasii, selanjutnya berkas yang

1% |swi Hariyani, Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar, Pustaka
Yustisia, Yogyakarta, 2011, him. 78
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dimohonkan kasasi dikirim ke Mahkamah Agung dalam tenggang waktu 14 hari.'®
Setalah berkas dikirim ke Mahkamah Agung, Hakim Mahkamah Agung mempelajari
berkas permohonan kasasi. Kemuidan selanjutnya mentapkan hari sidang paling lama
7 hari, pemeriksaan terhadap-berkas permohenan kasasi dilakukan paling lama 60
hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.**’

Penyelesaian gugatan hak Cipta di Pengadilan Niaga juga mengenal adanya
penetapan sementara Pengadilan. Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan,
Pengadilan Niaga dapat menerbitkan surat penetapan dengan segera dan efektif

untuk:1%

1. Mencegah berlanjutnya pelanggaran’ hak cipta, khususnya mencegah
masuknya barang yang diduga melanggar hak cipta atau hak terkait kedalam
jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi

2. Menyimpan bukti yang berkaitan.dengan pelanggaran hak cipta atau hak
terkait tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti

3. Meminta kepada pihak yang merasa dirugikan untuk memberikan bukti
yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak atas hak cipta atau
hak terkait dan hak pemahontersebut memang sedang dilanggar.

Dalam Pasal 107 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 dijelaskan :*®

1. Pemohon penetapan sementara diajukan secara tertulis oleh pencipta,
pemegang hak cipta, pemilik hak:terkait, atau kuasanya kepada Pengadilan
Niaga dengan memenuhi-persyaratan:

a. melampirkan bukti kepemilikan Hak Cipta atau Hak Terkait;
b. melampirkan petunjuk awal terjadinya pelanggaran Hak Cipta atau Hak
Terkait;

106 | bid

7 1bid

1% Ok Saidin, Op.Cit, him 123

109 | jhat Pasal 107 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta
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c. melampirkan keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen
yang diminta, dicari, dikumpulkan, atau diamankan untuk keperluan
pembuktian;

d. melampirkan pernyataan adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga
melakukan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait akan
menghilangkan barang bukti; dan

e. membayar jaminan.yang besaran jumlahnya.sebanding dengan nilai
barang yang akan dikenai penetapan sementara.

2..-Permohonan penetapan semen tara pengadilan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga di wilayah hukum tempat
ditemukannya barang-yang diduga merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta
atau Hak Terkait.

Permohonan penetapan sementara yan telah diajukan, maka kemudian oleh
Pengadilan  Niaga memberitahukannya kepada para pihak. Kemudian atas
permohonan penetapan sementara tersebut ‘Majelis  Hakim yang memeriksa
permohonan diharuskan untuk mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan,
selanjutnya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan semenjak adanya penetapan
sementara maka bagi pihak 'yang merasa dirugikan atas-permintaan penetapan
sementara dapat melakukan upaya hukum untuk menuntut ganti rugi.**

Oleh karena itu berdasarkan kasus yang penulis teliti yang merupakan
pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta lagu.dan musik, selain penyelesaian
sengketa melalui litigasi, para pihak juga dapat menyelesaikan perselisihan melalui
jalur diluar pengadilan (non litigasi) melauli arbitrase dan atau alternatif penyelesaian

sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa adalah penyelesaian sengketa dengan

menggunakan cara-cara negoisasi, mediasi, konsiliasi dan cara lain sesuai Undang-

119 |swi Hariyani, Op.Cit, him. 80
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undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

Sengketa.'*!

Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 dijelaskan bahwa :

cara penyelesaian
sengketa yang ] i : ,

sepenuhnya
yang akan

si, konsiliasi, atau

meminta pe k memilih bentuk

%\\g\gg

penyelesaia

Alternatif penyelesaian sengketa yang dikenal di Indonesia pada saat ini

adalah :

" 1bid, him. 80
112 Jimmy Joses Sembiring, Op.Cit, him. 11
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1. Negosiasi
Negosiasi merupakan hal yang biasa dilakukan oleh setiap orang dan dapat

dilakukan untuk berbagai macam hal dan kepentingan. Negoisasi

akatan.'**

k tertentu sebagai

EE

sebut berhubungan

ik negoisasi dapat

Aahak

115

3) Konsesi yang diberikan sangat langka atau terbatas.

4) Perundingan lawan dianggap sebagai musuh.

'3 1bid, him. 13

" 1bid, him. 17

115 Bambang Sutiyoso, Penyelesaian Sengketa Bisnis: Solusi Antisipasi Bagi Peminat Bisnis Dalam
Menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang, Citra Media, Yogyakarta, 2006, him. 44-45
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5) Adanya pihak yang menggunakan cara-cara berlebihan untuk menekan

pihak lawan.

6) Negosiator tidak memiliki data-data yang baik dan akurat.

7) Beresiko saat perunding lunak menghadapi seorang perunding keras,
karna yang terjadi adalah pola “menang kalah” dan melahirkan
kesepakatan yang bersifat semu.

d. Teknik negosiasi keras

1) Negosiator lawan dipandang sebagai musuh
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2) Tujuannya adalah kemenangan

3) Menuntut konsesi sebagai prasyarat dari hubungan timbal balik

e. Teknik negosiasi interest based

suatu negosiasi
dicapai menjadi

iasi tersebut dapat

datangani  suatu

iy disay yejepe il udwnyo(]
N
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pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka. Berbeda dengan arbitrase,
keputusan dari arbiter atau majelis arbitrase harus ditaati oleh para pihak

layaknya keputusan pengadilan. Sedangkan pada mediasi, tidak terdapat

118 Jimmy Joses Sembiring, Op.Cit, him. 23
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kewajiban dari masing-masing pihak untuk mentaati apa yang disarankan
oleh mediator.*’

Mediasi sudah mulai diperkenalkan di Indonesia sebagai salah satu alternatif

nasabah terlindungi hak-haknya dibentuklah mediasi perbankan

yang berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa.™®

2) Mediasi hubungan industrial

17 1pbid, him. 25-28
118 1hid, him. 30
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Hubungan yang terjadi antara pengusaha dan pekerja adalah

hubungan bersifat labil, dalam arti sangat mudah terjadi

pertentangan antara pengusaha dan pekerja, oleh karena itu

penyelesaian sengketa, yaitu dengan cara melibatkan pihak ketiga
kedalam sengketa dan pihak ketiga tersebut adalah pihak yang memiliki

kewenangan untuk memaksa para pihak untuk mematuhi dan

119 1pid
120 |pig
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menjalankan hal yang diputuskan oleh pihak ketiga tersebut.
Penyelesaian sengketa dengan cara ini disebut dengan konsiliasi.**

Konsiliasi pada prakteknya hampir sama dengan mediasi, yang

hak ketiga yang

uk memaksa para

1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dasar dari
dibuatnya Undang-undang tersebut adalah Undang-undang Nomor 14

tahun 1970 disebut bahwa penyelesaian perkara diluar pengadilan atas

121 |bid, him. 46
122 |pid
123 |hid, him. 49
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dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi

putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah

124

memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi (executoir).

‘~ .ﬁﬂ 1999 memberikan
o

dan lih oleh para pihak

merupakan suatu keharusan bagi para pihak sebagaimana yang diatur

pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 yaitu :

124 1pid, him. 51
125 |bid, him. 55
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“undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat

antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah

mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa

menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat 1,
perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris”.
Dengan adanya perjanjian arbitrase yang telah disepakati para pihak,

secara yuridis telah meniadakan kewenangan dari pengadilan negeri

126 |hid, him 58
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untuk memeriksa sengketa tersebut. Hal ini secara tegas diatur dalam
Pasal 11 ayat 1 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 vyang

menyebutkan “adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak

maka dapat dite - g s yang penulis teliti
Khususnya : g atau penji C gubah aransemen

musik dan

yakni jalur Pengadilan, dalam hal ini sebagaimana dalam ayat 2 bahwasanya
Pengadilan yang berwenang untuk menangani sengketa hak cipta, pelanggaran hak
cipta maupun pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta musik dan lagu adalah
Pengadilan Niaga, apabila terjadi kasus hak cipta dan diajukan pada Pengadilan lain

selain Pengadilan Niaga maka otomatis terhadap perkara tersebut akan ditolak.
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Selain menumpuh jalur Arbitrase, Alternatif Penyelesaian Sengketa dan jalur
Pengadilan pemegang hak cipta atau pencipta musi dan lagu apabila terdapat

pelanggaran hak ekonomi pencipta musik dan lagu yang dilakukan oleh orang

AN
b

‘\\\\\\\“' \

melakukan pert da : ajakan lagu dikenakan

sanksi agar

%

A. Kesimpulan
Dari urian yang telah dibahas sebagaimana tersebut di atas, maka terdapat 2

(dua) hal yang dapat disimpulkan :
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1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pencipta Musik
dan Lagu Asing Berdasarkan TRIPS, dalam hal ini dapat dilihat

perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pencipta musik dan lagu

ahun 2014 sebagaimana

“\\‘ .e pnomi pencipta

disebutkan Pasal 95 ayat 1, adapun kewenangan Pengadilan adalah
Pengadilan Niaga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 95 ayat 2.
Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah suatu penyelesaian yang

dilakukan dengan memakai media pengadilan, sedangkan penyelesaian
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sengketa non litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar

pengadilan.

B. Saran
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